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AGENDA PEMBAHASAN:

1. Bentuk pengaturan : Keppres tersendiri atau addendum

2. Pokok-pokok pengaturan:

SISTEMATIKA  KEPPRES E-PROCUREMENT
BAB I
:
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian istilah

B. Maksud dan tujuan

C. Ruang lingkup:
· APBN

· APBD

· Yang terpengaruh

· Penerapan : Optional atau wajib ?
D. Prinsip dasar
E. Kebijakan umum: penerapan pada bidang-bidang/ jenis pekerjaan tertentu.
F. Etika E-Procurement
· Tidak mengganggu sistem

· Menjaga kerahasiaan
BAB II
:
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-PROCUREMENT

A. Metoda E-Procurement 
· Jenis

· Kriteria barang/jasa per jenis e-proc
B. Tata cara E-Purchasing (Catalog/auction)
· Teknis urutan proses yang baru (tidak ada di Keppres 80)

C. Tata cara E-Tendering

· Sama sekali berbeda

BAB III
:
MANAGEMENT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

A. Infrastruktur e-proc: Security system. Registrasi, sertifikasi, bahasa, program aplikasi dll

B. Manajemen data penyedia: registrasi, kualifikasi
C. E-Market Place ( perlu diatur pilihan-pilihan e-market yang tepat, dapat memberikan jaminan dan menghindari e-market yang kecil-kecil.
D. Pilihan sistem manajemen: sewa, bikin sendiri, e-market, 
BAB IV 
:
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

A. Pengawasan pelaksanaan E-Procurement : BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), LPKPP (Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah), dll
B. National portal

C. Tata cara pelaporan E-Procurement

D. Tata cara pengaduan pelanggaran E-Procurement

E. Sanksi terhadap pelanggaran E-Procurement

BAB V
:
Pengembangan kebijakan – LPKPP?

BAB VI
:
PENUTUP 

A. Peralihan

B. Penutup
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